
YOGYA (KR) - Duta Be-

sar Inggris untuk Indo-

nesia Owen Jenkins bersi-

laturahmi dengan Pimpin-

an Pusat (PP) Muhamma-

diyah di Kantor Jalan Cik

Ditiro Yogyakarta, Selasa

(21/6).

Silaturahmi santai ber-

langsung sekitar 60 menit.

Ketua Umum PP Muham-

madiyah Haedar Nashir

didampingi Ketua PP

Agus Taufiqurrahman dan

Sekretaris Majelis Dikti

PP Muhammadiyah Sa-

yuti. Pada kesempatan itu

Dubes Owen menyerah-

kan suvenir batik bersim-

bol negara Inggris dan

Haedar menyerahkan logo

Muhammadiyah.

Kepada media, Haedar

Nashir mengemukakan

bahwa kunjungan Owen

dilakukan untuk tiga hal.

Pertama, menjalin hu-

bungan yang selama ini

sudah bagus dan berjalan

baik antara Muhamma-

diyah dengan Kedutaan

Besar United Kingdom

(UK). Kedua, lanjutnya,

meningkatkan kerja sama

di bidang pendidikan dan

kesehatan yang juga su-

dah berlangsung lama. 

”Dan kita mencari lang-

kah-langkah baru terma-

suk Dubes Inggris akan

menghubungkan dengan

lembaga-lembaga keaga-

maan di Inggris, sehingga

terjalin kerja sama yang

baik bukan hanya dengan 

* Bersambung hal 7 kol 1

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) mendalami adanya dugaan aliran sejumlah uang

untuk memperlancar pengurusan perizinan di wilayah

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Karena itu, ka-

ta Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, KPK meneriksa enam

orang saksi untuk tersangka mantan Walikota

Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) dan kawan-kawan.

Pemeriksaan, menurut Ali Fikri, dilakukan di

Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/6) terkait penyidikan

kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah

Pemkot Yogyakarta. ”Para saksi hadir dan dikonfirmasi

antara lain terkait dengan proses pengajuan perizinan

ke Pemkot Yogyakarta dan dugaan adanya aliran se-

jumlah uang,” jelas Ali di Jakarta, Selasa (21/6).

* Bersambung hal 7 kol 1

JAKARTA (KR) - Ketua Umum

DPP PDI Perjuangan Megawati Soe-

karnoputri memberikan peringatan ke-

ras kepada seluruh kader partai yang

melakukan manuver politik untuk

pencalonan presiden pada Pemilu 2024.

”Kalian, siapa yang berbuat manu-

ver, keluar,” tegas Megawati dengan

suara tinggi saat memberikan sam-

butan dalam pembukaan Rapat Kerja

Nasional (Rakernas) II PDI Per-

juangan Tahun 2021 di Sekolah Par-

tai DPP PDI Perjuangan, Lenteng

Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6).

Rakernas II yang dihadiri Presiden

Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah

anggota kabinet. Jokowi mendapat

ucapan selamat ulang tahun dari

Megawati dan para peserta dengan

menyediakan acara potong tumpeng. 

* Bersambung hal 7 kol 1
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TAHUN 2022, sektor pertanian diawali dengan permulaan

yang bagus, dimana saat semua sektor lain bertumbuh

negatif, pertumbuhan sektor pertanian tetap positif. Feno-

mena yang disebut banyak kalangan bila sektor pertanian

merupakan �dewa penyelamat� pembangunan. Sektor per-

tanian di negara kita, memang tidak pernah ingkar janji. Itulah

yang sering disampaikan Menteri Pertanian Sjahrul Yasir

Limpo. Momentum inilah yang harus kita jaga supaya sektor

pertanian tetap bisa menjadi sektor andalan di Indonesia. 

* Bersambung hal 7 kol 1

SAKSI DUGAAN KORUPSI EKSPOR CPO

Mantan Mendag Segera Diperiksa
JAKARTA (KR) - Mantan Menteri Perdagangan

(Mendag) Muhammad Lutfi akan diperiksa sebagai saksi

terkait perkara tindak pidana dugaan korupsi pemberian

fasilitas izin ekspor CPO. Menurut keterangan, pemerik-

saan dilakukan, Rabu (22/6) hari ini.  

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampid-

sus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah membenarkan,

pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan tersebut.

”Untuk panggilannya memang hari Rabu. Kita tunggu

saja kedatangannya,” tutur Febrie kepada wartawan di

Jakarta, Selasa (21/6).

Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap saksi terus di-

lakukan Penyidik Jampidsus setelah penyidik menetap-

kan lima orang tersangka dan melimpahkan tahap I

berkas perkaranya ke penuntut umum, Rabu (10/6) lalu. 

* Bersambung hal 7 kol 5

● SAAT saya mengikuti

launching buku di Jalan

Parangtritis Yogyakarta,

saya duduk di belakang

karena datang terakhir.

Saat Kepala Kantor Wila-

yah Kemenag DIY mem-

beri sambutan, saya lihat

salah satu hadirin mojok

dan bersembunyi di balik

dinding. Setelah saya am-

ati ternyata peserta yang

sembunyi itu memakai ba-

ju batik sama persis de-

ngan yang dipakai Kakan-

wil Kemenag DIY. (Dra Ayu

DW, Jalan Tinalan 462B

Kotagede Yogyakarta)-f

KR-Sekretariat Kepresidenan

Presiden Joko Widodo menyerahkan potongan tumpeng kepada Ketua Umum PDI Perjuangan

Megawati Soekarnoputri pada Rakernas II PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (21/6). 

RAKERNAS II PDI PERJUANGAN 

Mega: Berbuat Manuver, Silakan Keluar

SOAL PERIZINAN DI PEMKOT YOGYA

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang

”Aspek kesetaraan, di

DIY menduduki peringkat

1 nasional dengan nilai

87,29 dan aspek kapasitas

lembaga demokrasi men-

duduki peringkat 2, nilai

80,74. Sedangkan aspek

kebebasan, memang ter-

tinggal, yakni 74,31. Se-

hingga IDI DIY tahun

2021 dengan nilai 81,21, ”

ujar SKF Statistik Ke-

tahanan Sosial BPS DIY,

Jafar Nawawi SSi MSi,

Selasa (21/6), sambil

menambahkan hasil ini

lebih baik dari tahun sebe-

lumnya, 2020 yang me-

nempatkan DIY berada

pada peringkat 5 dengan

nilai 81,59.

Atas hasil ini, kata

Jafar, maka perlu per-

baikan aspek kebebasan.

Karena indikator yang

masuk, ternyata hasilnya

belum mencapai kategori

baik, yakni di atas 80.

Kepala Bidang Politik

Dalam Negeri Dinas

Kesbangpol DIY, Slamet

menyambut baik atas

meningkatnya peringkat

IDI DIY. Kenaikan terse-

but, tak lepas dari peran

berbagai pihak, termasuk

di antaranya masyarakat

umum, lembaga-lembaga

yang terkait dengan pe-

nilaian IDI. 

Ke depan, upaya terha-

dap peningkatan IDI

akan terus dilakukan.

Dengan sosialisasi kepa-

da masyarakat. Sehingga

kinerja demokrasi di DIY

terus meningkat.          

DIY sendiri, saat ini

memiliki Pokja DIY, yang

membahas tentang per-

kembangan demokrasi

daerah. Sehingga kinerja

demokrasi di masyarakat

dan lembaga terkait da-

pat terpantau. 

Sejauh ini, nilai IDI

menjadi salah satu acuan

untuk menilai tingkat

kondusivitas daerah. Hal

itu menjadi pertimbangan

sejumlah pihak, terkait in-

vestasi di daerah.  (Jon)-d

KUNJUNGI MUHAMMADIYAH 

Dubes Owen Serahkan Batik Bersimbol Inggris

YOGYA (KR) - DPRD DIY terus

melakukan koordinasi terkait

akhir masa jabatan (AMJ) Guber-

nur DIY. Diharapkan 1,5 bulan se-

belum masa akhir jabatan Guber-

nur DIY tanggal 10 Oktober nanti,

semuanya sudah selesai. 

Wakil Ketua DPRD DIY Huda

Tri Yudiana, Selasa (21/6) menyam-

paikan, DPRD DIY sudah mulai

menyusun jadwal dan tata cara ter-

masuk koordinasi dengan Sekda

DIY terkait hal-hal tersebut. Untuk

bulan ini agendanya hanya satu,

yakni mengirimkan surat pemberi-

tahuan tentang berakhirnya masa

jabatan Gubernur dan Wakil

Gubernur DIY, baik ke Pemda DIY

maupun ke Kasultanan Yogyakarta

dan Pura Pakualaman.

”Kalau bulan depan kemungkin-

an agak banyak. Mulai dari pem-

bentukan Panitia Khusus (Pan-

sus), Tata Tertib (Tatib), Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) tentang akhir masa ja-

batan hingga Pansus Penetapan.

Semuanya sudah kita rancang jad-

wal dan format penganggaran-

nya,” ungkapnya.

Menurut Huda, semua sudah

dipersiapkan dan direncanakan,

sehingga penetapannya dapat ber-

jalan lancar. Harapannya dapat

berjalan sesuai dengan tata cara,

tanpa ada kendala hingga Oktober

nanti. Untuk pelantikan memang

ada di Pemerintah Pusat atau pre-

siden, sekitar tanggal 20 Oktober.

”Kami selesaikan prosesnya. Di-

targetkan 1,5 bulan sebelum masa

akhir jabatan atau sekitar akhir

Agustus atau awal September

urusan di DIY sudah selesai. Ke-

napa, harapannya masih ada wak-

tu jika memang ada yang kurang

atau bagaimana. Jadi pusat itu

tinggal melantik saja,” jelasnya.

Huda menegaskan, penetapan

Gubernur dan Wakil Gubernur

DIY dilakukan tahun ini. Tidak

mengikuti aturan Pilkada. Karena

di DIY memiliki Undang Undang

Keistimewaan, jadi berbeda de-

ngan daerah lain. Masa jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur

DIY yakni 2022-2027. ”Jadi beda

periodenya, berbeda dengan da-

erah lain,” jelasnya. 

* Bersambung hal 7 kol 5

JELANG AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR

DPRD DIY Mulai Susun Jadwal

KR-Istimewa

Dubes Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins menyerahkan suvenir batik bersim-

bol negara Inggris kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

YOGYA (KR) - Indeks Demokrasi Indo-

nesia (IDI) DIY mengalami kenaikan pe-

ringkat cukup signifikan di tahun 2021. Ke-

naikan tersebut ditopang bagusnya aspek

kesetaraan dan kapasitas lembaga demo-

krasi. Hasil perhitungan Badan Pusat Sta-

tistik (BPS), menduduki peringkat 3, di atas

Jawa Tengah. Namun masih di bawah DKI

Jakarta dan Jawa Timur yang menduduki

peringkat 1 dan 2.


